
BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAHNOMOR 00 TAHUN 2017
TENTANG

TÜ"^GAN BADAN permusyawaratan kampung
„A

<BPKt> INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT1dan anggota SATUAN perlindungan masyaSat
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMPUNG TENGAH,
a.

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 avat(1) dan Pasal 100 huruf b Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa dan untuk membantukesejaterahan Anggota Sat.Linmas, perlu adanvapengaturan tentang Tunjangan bagi Pimpinan danAnggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan AnggotaSat.Linmas ;
ahwa untuk maksud pelaksanaan sebagaimanatersebut pada huruf a diatas, dipandang perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang TunjanganBadan Permusyawaratan Kampung (BPK), InsentifKetua Rukun Tetangga (RT) dan Anggota Sat. LinmasKabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomKabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan ProvinsiSumatera Selatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)sebagai Undang - Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1821);
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
ö. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdmimstrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5539); sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
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10 ^riaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun2014 tentang Penyelenggaraan PerlindunganMasyarakat;

11.

12.

13.

Peratxiran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung TengahNomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kabupaten LampungTengah (Lembaran Daerah Kabupaten LampungTengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan LembaraADaerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengahomor 13 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

bembaran Daerah Kabupaten LampungTengah Tahun 2016 Nomor 13 )

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

Pasal 1

2.

5.

6.

3.
4.

BAB I
KETENTUAN UMUM

peraturan bupati tentang tunjanganBADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK)INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DANANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKATkabupaten lampung tengah tahunANGGARAN 2017

Pemerinmh»
Bupati unsur PenyelenggamPem^ïh Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanPemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasl^merintahan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemenntahan, kepentmgan masyarakat setempat berdasarkanasal USU1’ dan/atau hak tradisional yangRe^ik Indent™ Negara Kesatuan
Pemenntahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemenntahandan kepentmgan masyarakat setempat dalam sistem PemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia;

P^-intah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu PerangkatKampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
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Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPKadalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkanketerwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8‘ P^^n Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yangditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakatibersama Badan Permusyawaratan Kampung;
9. Pembmaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan danpelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum danevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung;

10. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakanlingkungan keija pelaksanaan Pemerintahan kampung;
11. Perangkat Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yangmembantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas danwewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Kampung dan PerangkatKampung lainnya.; &

12. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPK adalah penerimaan danpenghasilan yang sah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsiselaku Anggota BPK; &

13. Rukun Tetangga adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentukuntuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
14' ^ndapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkatAPBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung;
15. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang dibuat olehKepala Kampung;
16. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana wargamasyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilanuntuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangidan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamananketentraman dan keteriban masyarkat, kegiatan sosialkemasyarakatan;
I7. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmasadalah Orgamsasi yang dibentuk oleh pemerintah Kampung/Kelurahandan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekalipengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatanpenanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibatbencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan keteribanmasyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan;

18. Anggota Sat.linmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yangmemenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatanperlindungan masyarakat. &
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Pembenan Tunjangan BPK, Insentif Ketua RT dan Anggota Sat Linmas
kesejahteraan Anggota BPK, Ketua

(2) Pemberian Tunjangan BPK, Insentif Ketua RT dan Anggota Sat Linmassebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkankmerja, tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Anggota BPK Ketuadan^1] AnggOtJ Sat,Lmmas daiam bidang pemerintahan, pembangunandan pelayanan kepada masyarakat.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

1“"“ BPK-“Kctua Anggota
a. Pimpinan dan Anggota BPK.
b. Ketua Rukun Tetangga.
c. Danton dan Anggota Sat.Linmas
Pimpinan dan Anggota BPK yang berhak menerima tunjangan harusBu"31 SUrat PengaDgkatan ditetapkan dengan Keputus^
Ketua Rukun Tetangga yang berhak menerima Insentif harus mempunyai

yan8 ditetaPkan dengan Keputusan KepLa
rtampung;

Danton dan anggota Sat.Linmas yang menerima tunjangan harusmempunyai Surat Pengangkatan yang ditetapkan dengii Keputusan•DLLpatl.

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 4

'nsentif Ketua RT dan Anggota Sat.Linmas dianggarkandalam APBK yang bersumber dan Alokasi Dana Kampung.
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b.

c.

Tetangga Seb€sar RP- 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu

SS - -—
Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 3 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 3 f9>h^u.c^ 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEI^LAMPUNG TENGAH,

I erlansyah,

A DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 0$

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2017

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN DAN INSENTIF

Pasal 5
BPK’“KCtUa RT Jinmas per-bulan

BAB V
PEMBERIAN TUNJANGAN DAN INSENTIF

Pasal 6
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